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KAPITA

DELER (A
PEMERINTRHAN

Tidak seperti limu-ilmu sosial yang lain, sampal dengan dekade 1980-an, iimu
pemerintaban di Indonesia masih mengalami krisis epistemologis dan identitas. Namun begitu,
sebagal satu solusi awal dari problema inl diajukan konstatasi bahwa objek formal dari ilmu
pemerintahan adalah pemerintahan suatu negara. Pemerintahan hanya merupakan satu *field”
atau bagian dari imu politik, seperti halnya ilmu administrasi negara, hubungan interasional dan
yang lainnya.

Kenyataan ini tentu berbeda jauh dengan situasi sejak awal perkembangan ilmu
pemerintahan di UGM yang sangat dipengaruhi oleh Mazhab Continental yang menyatakan bahwa
ilmu pemerintahan berhubungan dengan: pertama, kegiatan yang menyangkut politik pengarmbilan
keputusan dalam negara (the poliics of policy making). Kedua, pelaksanaan dar kebijakan itu
sendiri {policy execution). Dengan kata lain, imu pemerintahan diidentikkan dengan iimu politik.
Pandangan ini selaras dengan realita lterjadinya kesamaan posisi antara ilmu poliik dan
pemerintahan saat ini. Dengan kata lain, imu pemerintahan tidak lagi menjadi bagian dadi ilmu
politik seperti yang berlaku sebelumnya.

Dari pemahaman posisi itu, sasaran utama dan objek formal dari iimu pemerintahan
dengan sendirinya adalah pemerintahan Indonesia dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.
Dalam studi pemerintahan bisa dibahas masalah eksekuti, baik pada tingkat “presidency” maupun
pada tingkat lokal. Demikian juga bisa dikaji persoalan Tlegisialures” terutama yang berkaitan
dengan sejarah, kedudukan, fungsi setta peranan lembaga tersebut. Pemahaman terhadap
lembaga MA, MPR, TNI, masalah kepartaian dan pemilu, perilaku poditik, sosialisasi politik, politik
pembuatan kebijakan, analisis dan implementasi sera evaluasi kebijakan yang ditempuh. Jadi,
ruang lingkug imu pemerintahan adalah “hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam rangka
mencapai kesajahteraan bersama’.
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KATA PENGANTAR

Buku Kapita Selekta Pemerintahan Seri 2 ini merupakan
kelanjutan dari buku Kapita Selekta Pemerintahan Seri 1 yang
sudah terbit sebelumnya. Buku ini mengkaji fenomena aktual
mengenai aspek-aspek Ilmu Pemerintahan. Beberapa masalah
yang dibahas antara lain budaya politik pemerintahan, demokrasi
dan governace, hubungan pemerintah pusat dengan daerah,
nasionalisme dan kondisi keberagaman, partai politik dan
pemilihan umum, patologi biokrasi dan maladministrasi, politik
dan moralitas, strategi budaya dan multikulturalisme,
reaktualisasi nilai-nilai demokrasi, reformasi birokrasi pelayanan
publik dan urgensi aspirasi rakyat.

Seperti diketahui sampai dengan dekade 1990-an, ilmu
pemerintahan di Indonesia masih mengalami krisis epistemologis
dan identitas. Namun begitu, sebagai satu solusi awal dari
problema ini diajukan konstatasi bahwa objek formal dari ilmu
pemerintahan adalah pemerintahan suatu negara. Pemerintahan
hanya merupakan satu “field” atau bagian dari ilmu politik,
seperti halnya ilmu administrasi negara, hubungan internasional
dan yang lainnya.

Kenyataan ini tentu berbeda jauh dengan situasi sejak
awal perkembangan ilmu pemerintahan di UGM yang sangat
dipengaruhi oleh Mazhab Continental yang menyatakan bahwa
ilmu pemerintahan berhubungan dengan: pertama, kegiatan yang
menyangkut politik pengambilan keputusan dalam negara (the
politics of policy making). Kedua, pelaksanaan dari kebijakan itu
sendiri (policy execution). Dengan kata lain, ilmu pemerintahan
diidentikkan dengan ilmu politik. Pandangan ini selaras dengan
realita terjadinya kesamaan posisi antara ilmu politik dan
pemerintahan saat ini. Dengan kata lain, ilmu pemerintahan tidak
lagi menjadi bagian dari ilmu politik seperti yang berlaku
sebelumnya.

Dari pemahaman posisi itu, sasaran utama dan objek
formal dari ilmu pemerintahan sebagaimana yang dibahas dalam
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buku ini adalah fenomena pemerintahan Indonesia yang terseleksi
dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Buku ini tidak mungkin akan bisa diwujudkan seperti
sekarang tanpa adanya kontribusi dan dorongan dari berbagai
pihak. Istri penulis Trisna Yudhani serta ananda Chitta dan
Rayendra ikut memberikan kesempatan dan merelakan waktu
bagi penulisan buku ini yang semestinya untuk keluarga. Kepada
mereka buku ini dipersembahkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu melimpahkan
karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu
terwujudnya buku ini. Akhirnya, walaupun pasti masih banyak
kekurangan tetapi penulis tetap berharap semoga buku ini bisa
bermanfaat bagi para pembacanya.

Denpasar, 8 Juni 2022

I Wayan Gede Suacana
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BAB
BUDAYA POLITIK
1 PEMERINTAHAN

The test of courage comes when we are in the minority,
the test of tolerance comes when we are in the majority

(Ralph W. Sockman)

A. Budaya Korupsi dalam Pemerintahan

Berbagai kasus korupsi yang kembali marak akhir-akhir
ini lebih merupakan “produk” lama dengan kemasan baru. Hal
ini semakin memperkuat argumen bahwa korupsi sudah
menjadi—meminjam istilah Bung Hatta, “kebudayaan” para
penguasa. Budaya korupsi tersebut jelas merupakan bentuk
pengkhianatan kepercayaan dan perampasan hak-hak rakyat.
Berbagai upaya: sistemik, abolisionistik dan moralistik mesti
dilakukan, untuk setidak-tidaknya tetap menjaga ajeg-nya
kepercayaan publik yang diemban.

Rumusan klasik Lord Acton, power tends to corrupt,
absolute power corrupt absolutely sudah sangat populer di
kalangan ilmuwan pemerintahan (government scientists). Idiom
ini mengingatkan betapa sebuah kekuasaan sangat rentan
terhadap penyelewengan. Kita terlanjur percaya dengan tesis
Acton, yang dalam praktek harus diakui belum ada negasinya.

Keinginan serta obsesi untuk mewujudkan sebuah clean
government dan good governance tentu masih ada. Walau
kenyataan menunjukkan, pelaku-pelaku korupsi justru
kebanyakan adalah birokrat dan legislator —kelompok yang
semestinya mengayomi rakyat---yang tersebar pada berbagai



BAB
DEMOKRASI DAN

2 GOVERNANCE

Demokrasi adalah para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat
dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil,
jujur dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk
memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa
dapat diberikan suara
(Samuel P. Huntington)

A. Democratic Governance Pasca Amandemen UU Otonomi
Daerah

Peluang untuk memperkuat democratic governance di
Indonesia semakin terbuka lebar seiring pengesahan RUU
tentang Perubahan UU Otonomi Daerah dalam Rapat
Paripurana DPR, Rabu 29 September 2004. Dengan perubahan
ini, pemilihan kepala daerah—seperti halnya pemilihan
presiden lalu, dapat dilakukan secara langsung. Setidaknya,
mulai bulan Juni 2005 nanti rakyat kembali dapat memilih
secara langsung gubernur dan bupati/ walikota bagi daerah
yang masa jabatan kepala daerahnya habis hingga kurun waktu
itu.

Setelah dibahas secara maraton, akhirnya RUU tentang
Perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah (RUU Perubahan UU Otonomi
Daerah) disetujui dan disahkan menjadi UU dalam Rapat
Paripurna DPR. Kedua UU yang disahkan tersebut masing-
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BAB HUBUNGAN

3 PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH

Bagaimanapun cakapnya seseorang, dia tidak akan dapat menarik garis
batas yang tegas antara tugas dan kekuasaan pemerintah pusat dengan

A.

52

tugas serta kekuasaan pemerintah daerah
(Wihelm von Humbold)

Harmonisasi Hubungan Pusat dengan Daerah

Harus disadari, sebagaimana kata Wihelm von
Humbold, sangat sulit menarik garis pembatas yang tegas
antara tugas dan kekuasaan pusat-daerah. Relasi yang tercipta
diantara keduanya mesti ditempatkan dalam konteks negara
kesatuan, dimana pusat merupakan pusatnya daerah, daerah
menjadi daerahnya pusat. Supaya relasi pusat-daerah tersebut
tetap harmonis, dan perluasan otonomi daerah dapat tetap
terajut dalam kohesi nasional, otonomi semestinya lebih
dimaknai sebagai heteronomi dengan semangat
multikulturalisme.

Praktek demokrasi yang berimplikasi pada implementasi
desentralisasi dan  otonomi daerah yang sangat luas
dikhawatirkan akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi
Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Ketidakharmonisan
relasi pusat-daerah yang dimanifestasikan dengan gerakan
menuntut kemerdekaan di beberapa daerah membuat bahkan
ide demokratisasi sudah tidak relevan lagi karena merupakan
ancaman serius bagi keutuhan negara kesatuan kita.

Sentimen primordialisme yang kerap dimanfaatkan
sebagai dasar tuntutan kepada pusat mengindikasikan belum



BAB NASIONALISME DAN
4 KONDISI
KEBERAGAMAN

Apa yang sudah disepakati secara politik,
jangan pernah diperdebatkan secara estetis
(Soekarno)

A. Nasionalisme di Kancah Infantilisme Politik

Perkembangan nasionalisme adalah proses sejarah yang
dapat dilihat. Ia terjadi di beberapa negeri tertentu, ia terjadi
menurut cara tertentu, dan ia menimbulkan suatu suasana
tertentu, yang berwujud di dalam ideal nasional. Apa yang
pasti ialah bahwa dalam abad ke-20, nasionalisme, hasil sejarah
dari badan-badan politik tertentu, fakta-fakat geografis, dan
perkembangan ekonomi di Eropa Barat, telah tersebar ke
seluruh dunia dan menjadi pengungkit perubahan yang
terbesar di masa kini (Barbara Ward).

Bangsa Indonesia baru saja memasuki momentum baru
dalam rotasi kepemimpinan nasional dengan pelantikan
presiden dan kabinet baru. Selaksa harapan diberikan kepada
presiden SBY dan wapres JK, agar dengan kabinet baru yang
telah dibentuk dapat membawa bangsa ini segera keluar dari
krisis. Namun demikian, pasca penyelenggaraan Pemilu yang
dipenuhi suasana kompetisi, pertama-tama--sepertinya kita
harus memperkuat (kembali) kohesivitas solidaritas dan
nasionalisme sebagai dasar kesatuan bangsa. Hal ini penting
karena infantilisme politik yakni tidak tercapainya sifat
kedewasaan dalam sikap dan perilaku politik, alias—
meminjam istilah Taufik Kiemas, politik “kekanak-kanakan”,
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BAB

A.

76

PARTAI POLITIK DAN
5 PEMILIHAN UMUM

Politikus berpikir tentang pemilihan berikutnya,
negarawan tentang generasi yang akan datang
(James Freeman Clarke)

Parpol: Antara Pragmatisme dan Idealisme

kegamangan aturan pengajuan calon pejabat publik yang
berimbas pada keraguan parpol untuk dapat berkompetisi
dalam pilgub 2008 di bali menimbulkan tanda tanya di tengah
transisi regulasi tentang parpol dan pemilu. lalu, bagaimana
masalah ini bila dicermati dari sisi pragmatisme dan idealisme
parpol ?

salah satu fungsi parpol adalah mengadakan rekrutmen
para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi
dalam kehidupan bernegara. dalam menjalankan fungsi itu,
parpol menyeleksi berdasar bakat dan kriteria tertentu para
anggota atau masyarakat umum untuk diorbitkan menjadi
calon-calon pemimpin

Dalam  iklim kehidupan demokrasi, diberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara
untuk menjadi anggota parpol dan seligus mendapatkan
kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam pencalonan
sebagai pejabat publik. mereka yang mempunyai kemampuan
menonjol (bukan faktor uang atau money politics) memiliki
peluang lebih besar  dipilih sebagai calon pemimpin
dibandingkan dengan yang lainnya. menjadikan uang sebagai
syarat utama dalam pencalonan jelas mengingkari prinsip
demokrasi dan etika politik, sekaligus memperlihatkan masih



BAB

PATOLOGI BIROKRASI

6 DAN MALADMINISTRASI

Kepedulian terhadap kehidupan manusia dan kebahagiaan, dan bukan

kehancuran mereka adalah hal pertama dan satu-satunya objek
pemerintahan yang baik
(Thomas Jefferson)

A. Kasus APBD dan Pembenahan Fungsi-fungsi Parpol

96

Berbagai  kasus  penyimpangan APBD  yang
mengemuka di beberapa daerah menyiratkan adanya
permasalahan dalam kinerja legislatif selama ini. Pimpinan
legislatif ternyata tidak mampu mengontrol jalannya roda
pemerintahan karena perilakunya sendiri yang tidak
terkontrol. Dalam kondisi seperti itu, bagaimanakah
eksistensi partai politik (parpol) sebagai komponen penting
infrastruktur politik yang membidani kelahiran kaum
legislator yang diduga terlibat ? Bagaimanakah cara
melaksanakan  fungsi-fungsi parpol agar bisa berjalan
(kembali) secara optimal ?

Dalam pembangunan politik bangsa dibutuhkan tidak
hanya suprastruktur tetapi juga infrastruktur politik yang
memadai. Partai politik sebagai organisasi politik resmi dan
merupakan bagian infrastruktur politik memiliki beberapa
fungsi yang sangat strategis untuk mengontrol jalannya roda
pemerintahan dengan cara menempatkan para anggotanya
pada jabatan-jabatan legislatif.

Sayangnya, setelah para anggotanya menduduki
jabatan legislatif fungsi-fungsi tersebut belum juga terlaksana
hingga kini. Di beberapa daerah, elite-elite partai yang



BAB
POLITIK DAN

7 MORALITAS

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas
anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem
perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya
mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada
mayoritas tersebut
(C.E. Strong)

A. Bangkit dari Krisis Nilai-nilai Kemanusiaan

Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi sepanjang
tahun 2005 mencerminkan sudah semakin pudarnya nilai-nilai
kemanusiaan yang dimiliki bangsa ini. Kecenderungan
penggunaan cara-cara kekerasan itu, apapun bentuknya
sesungguhnya semakin menjauhkan kita dari arena dialogis
yang mutual, inklusivitas sebagai syarat kehidupan masyarakat
kita yang bhinneka dan multikultural. Lalu, masih adakah
peluang untuk bisa bangkit kembali dari krisis nilai-nilai
kemanusiaan itu?

Apabila dilihat rentang perjalanan bangsa ini di
sepanjang tahun 2005, akan segera tampak penggunaan cara-
cara kekerasan yang masih sangat dominan. Hal itu tampak
dari aneka bentuk tindakan kriminal dalam kehidupan sehari-
hari, bentrok antar warga, penghancuran kantor parpol, media
massa, pemerintah oleh warga masyarakat, konflik yang
berlatar belakang SARA, serta aksi terorisme lewat beberapa
kali peristiwa pengeboman.

Mungkin para pelaku tindak kekerasan tersebut belum
menyadari, seperti kata Leo Tolstoy bahwa sebagian besar
kejahatan yang menimpa umat manusia adalah karena
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BAB STRATEGI BUDAYA

DALAM
8 MULTIKULTURALISME

Demokrasi sejatinya adalah pelayanan oleh penyelenggara negara
untuk kesejahteraan rakyat banyak, bukan sebaliknya

(I Wayan Gede Suacana)

A. Problema Sosial Masyarakat Multikultural

Kondisi masyarakat multikultural ternyata tidak
selamanya kondusif bagi pengembangan toleransi dan
demokrasi. Pemilahan, fragmentasi serta polarisasi sosialnya
yang cukup tinggi berpotensi memunculkan berbagai jenis
konflik baru—seperti dalam kasus Ambon sekarang. Hal ini
sekaligus menyadarkan kita bahwa upaya mengaktualisasikan
nilai-nilai bersama dalam kehidupan masyarakat merupakan
sebuah keniscayaan.

Manifestasi empiris penurunan rasa aman dan damai
masyarakat akhir-akhir ini terlihat semakin nyata dan
transparan. Munculnya berbagai tindak kekerasan, terorisme
dan kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah--terakhir
dengan mencuatnya kembali kasus Ambon, merupakan
sebagian parameter yang memperkuat gejala tersebut.
Bersamaan dengan itu semakin mudah ditemukan fenomena
homeless, dimana hampir semua persoalan kebanyakan
berkisar pada perbedaan etnis, ideologi politik dan dogmatisme
agama.

Berbagai lembaga negara serta pranata sosial yang ada
seakan mengalami stagnasi dan krisis legitimasi, karena tidak
dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara normal. Dialog

123



BAB
REAKTUALISASI NILAI-

9 NILAI DEMOKRASI

Demokrasi adalah kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas
oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan yang didasarkan dari prinsip kesamaan politik dan
diselenggaran dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik
(Hannry B. Mayo)

A. Mengajari Anak Berdemokrasi

Sosialisasi demokrasi pada anak adalah proses yang
memungkinkan bagi seorang anak memperoleh pengetahuan,
kepercayaan-kepercayaan, dan  sikap = demokratisnya
menghadapi  segala  perbedaan  dalam  masyarakat
multikultural. Oleh karena itu, mengajari anak berdemokrasi
berarti mengalirkan seperangkat nilai-nilai demokrasi sebagai
dasar filsafat hidup bahwa pribadi manusia adalah makhluk
bebas dan sederajat dengan sesamanya. Hal ini penting
dilakukan untuk pembentukan watak dan karakter anak agar
bertumbuh menjadi manusia berkualitas, berkepribadian, serta
bertoleransi dalam kehidupan bersama kelak.

Ada fenomena menarik yang layak dicermati tentang
kehidupan berdemokrasi para pemimpin kita akhir-akhir ini.
Perilaku para elite politik_ setidaknya sebagaimana
dipertunjukan  oleh = para  anggota dewan  yang
terhormat__penuh dengan keributan berebut kata dan kuasa,
jauh dari dunia pikir, refleksi dan kontemplasi. Demokrasi,
yang sering diplesetkan menjadi ‘democrazy’ sepenuhnya
adalah wacana tentang jawaban yang didesakkan layaknya
sebuah dogma. Mereka tidak lagi bisa berdialog dan
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BAB REFORMASI

BIROKRASI
1 O PELAYANAN PUBLIK

Demokrasi mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu dasar
dalam pembentukan pemerintahan dan yang ada didalamnya
(masyarakat) dalam kekuasaan mengatur dan memerintah dikendalikan
secara sah oleh seluruh anggota masyarakat
(Prof. Mr. Muhamad Yamin)

A. Kemana Arah Reformasi Birokrasi Kita?

Gerakan reformasi, termasuk didalamnya reformasi
birokrasi sudah berlangsung lebih dari empat tahun terhitung
sejak Mei 1998 lalu. Namun, tampaknya sampai saat sekarang
belum banyak perubahan signifikan dalam “performance”
birokrasi, kendati kita sudah melakukan setidaknya tiga kali
pergantian jabatan Presiden. Bahkan, beberapa waktu lalu,
MPR memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini
dalam sub bidang “reformasi birokrasi” yang merupakan hasil
pembahasan MPR terhadap laporan pelaksanaan putusan MPR
oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan
2002. Pada bagian tersebut dikatakan bahwa kultur birokrasi
yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara
sering merugikan dan bahkan menjadi beban masyarakat dan
negara. Untuk itu direkomendasikan agar Presiden Megawati
membangun kultur birokrasi yang transparan, akuntabel,
bersih dan bertanggung jawab serta dapat menjadi pelayan
masyarakat, abdi negara, contoh dan teladan masyarakat.

Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi
memang sudah ada sejak jaman dulu. Birokrasi kerap muncul
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BAB
URGENSI ASPIRASI

11 RAKYAT

Sebagai salah satu instrumen komunikasi politik, kritik memang
menduduki tempat yang penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Para pejabat pemerintah sebagai abdi negara semestinya
belajar lebih banyak mendengarkan suara rakyat. Penyakit alergi setiap
mendengar dan menuai kritik rakyat sesungguhnya mengingkari bentuk
kedaulatan rakyat. Mereka terjebak dalam “kebenaran” sujektif dengan
menganggap negara sebagai miliknya sendiri (le tat ces moi) dan
melupakan kebenaran dan eksistensi rakyat

(Amartya Sen)

A. Mencermati Orientasi Politik Pemilih Pemula

Pemilu 2004 yang merupakan pesta lima tahunan dalam
sistem demokrasi Indonesia sudah siap digelar. Ritual politik
yang kesepuluh dalam perspektif diakronik kehidupan politik
negara kita akan diselenggarakan dua hari lagi, yakni pada 5
April 2004 untuk memilih anggota legislatif dan DPD,
sedangkan pada 5 Juli dan 20 September untuk memilih
pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Pemilu sesungguhnya merupakan tradisi
politik dan manifestasi dianutnya paham demokrasi dalam
sistem pemerintahan negara kita. Sebuah kehidupan bangsa
yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang
berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktivitas politik,
walau disadari betul partisipasi rakyat secara penuh dalam
seluruh proses politik mustahil dilakukan pada masa sekarang
ini.
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